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Tim Percepatan
Reformasi Polri baru
saja morilis
rehomendasi kepada
Presiden Prabowo
Subianto termtang dua
opsi usulan pemilihan
kapolrl, dipilih langsung
oleh presiden atau
dipilih oleh DR

skmnendasi ini memantik per-
Rh.tlj.m publik korena taf ars
pemilihan kapolri vang tevja
lama ini dirasa tak ideal. Bugaimanakah
pemiliban kapal yang ideal sesuai yang
iztur UL 19457
Pasal 4 Ayat (4) 1945 telah
mengalur bahwa Polri adalah institosi
dlat negara ag dikategorikan sebagai
organ konstitusi Ceonsfitationa! organ
YIS Se Poalri
dadaum me

i

ULTEY 1945,

CrmL institsi
MESArE S L diatur dalam
LILTTY, fearens vang hanya diator
dalam undang-undany, peraturan pe-
merinkaly, peraborm presiden, stau bah-
kan di bawahny

Drengan demi eksistensi Polri se-
julan dengan eksistensi ne
Polvi, negarn kak tegak b
negakan hukum lak ber;
Podri kak bdeh divkak-atik un
wleh DPH dan presiden sebagal pembuaast
UL Frulah sehabnya, kapolei sehagai
puncak pimpinan lertingg Polri men-
desak diatur bagaimana tata com e
milihannya, ager scjalan dengan posisi-
sebagai argan kanstinsi yang her-
L permanen.

Dialam Tasal & [T N 22022 tenkang
FPolri (U0 Polrid telab diatur posisi Polr
i bevwaly presiden dan bertangmong ja-
waby Lepada proesiden sesuad peratorn
perundang-undangan. Penempatan Pol-
v demikion menonjukkan, Polei me-
rupakian alat negara karena
d‘ﬂum tierclu ]n.n.l.ruataﬂu pre

gen d;

e disabsah

cunsann negarn
kekuasuan sebagai pemimpin negars se-
s pemimpin pemeriptahan, Pe
seperti dinyataks d 4 UL 1945
Maknanya antarn UL Polri dengan Pasal

4 cdan Pasal 34 Avat (43 ULTTY 1945 telah
Fompatibel mencmpatkon Polel sebagad
zlat negars.

Domain presiden

Natrun. unikoya terdapat sate pasal.
Pasul 11 A%at (10 dulam Palrd, vamg tak
kompatibel dengan makna Pasal 4 dan
DPasul 34 ayvut (2 UUD 1945, Pasal
ini menyatakan, kapolsi diangkat
dan diberhentikan oleb presiden
= rersetujian TR Mok frase
"atas persetujuan DPR ini mengan-
dung tafsiv yang hisa diperdehat-
lan, benarkab kapolel di bawah
presiden dan bertamggung ja-
wal kepada presiden. Karcna

v, baba g s

_mlib

-:nrll]u'm PPR™ i
subagiu bentuk J3 el proper
teat, Sehingga, terkesan Kapoln
Berada di bowah DFR donber
tanppung jawab pada DR,

Jika konsisten dengaes kehen
dak UL 1945, tata cara pemilihan

, maka kapolr
PEPMAESCTLEET e ;‘.mg kcujuduk.:nm-
di hawah presiden. Dengin demikian,
wowenang dan tindakan k-nlnhi (LT
mimipin orgen Polri dalam per
hukm menjalankan KUHE <'Im hl Z
HAF serta UL lainnya barys untuk den
atns ma o megara, guna mewnjudkan
n vang chvektif dan transparan
Peram de , heranti Polvi hedeerja
i ranah eksekulif dalam pelayanan pub-
ik di bidang penegalan ko, Malka,
sesunppuhnyva lata cara pemiliban k-
palri herada dalam domaine ekeelntir,
yukni presiden gl cloesekulif ter-
Hnggi dalam negs pANjaNg fata cara
it melibatkan  partisipas pub].lk_ e
ngan kriteria jelas secarn akuntabel da-
pal diberarkan sesual kechendak 00D
1945,
Tdealnwa,

presiden dalam merefor
kapolri
b, akideamisi
herhagai bidang, praktisi, dan or-
wsiomasvarakat sipil yang dikemos
m hentuk Hm di bawsh kendali
e,
ki pun tats cara pemiliban kapao
IR sehagal represen
pat dilakukan dalam bentuk

mulasikan tats cars peniliban
dapat sajo melibatkan puldil

i

uollllk_
kenfirmasi dan pendapat atas calen ka-

iy
polri usulan presiden berdasarkan re-
kestnendasi tim henhukan presides, Cara

sung  dipilih

ini tiduk berarts
mengecilkan
Tungsi DPIG Letapl
tetap  menemeat-
kun DPR scbagal
mitra presiden. Ko-
rema sistem ketata
negaraan  meletak-

Kan posisi DPIE dan
pres
g
mengimbang dan
Ting kontral,

Relurmulasi lata o

den setara (Pyoa
vang  saling

By michil

DPR dalam bentuk kon-
fivmasi dan pendapat vang

tak mengikat presiden ini akan me-
rungkinkon kapolei ebih kedap dars
kepentingan politik, memastikan atasan
Fapobel banya presiden atas nama negas
dan lehih independen.
Sebadiknya, formuia tata caosa pemilib-
an kapolri selams ini berdssarkan Pa-
sal 11 UL Polri yang pada po-
koknva presiden mengang-
dan memberhentikan
kapolri denpgun persetujusn
DR weryvelablian semuan pre-
siden sejak era Megawati Sukarno
il Bambang Yudhovonao,
wer Joko  Widedo  selalu
mengmsulkan calom tmggal ka-
polr kepada DPR Cars ind tak
elak karena ferkesan presiden
mendikte DPR agar memilib
kapoilri selera presiden. (Heb
Jsrena itwe tala cara ind perlu
direfnimmlasikan dengam me-
lembsgrakan secara permanen
dalam bentuk VL,
Muoka. dipedukan pevisi UL
mengubah frass “dengan
perseiujuan DPFRT pada Fasal 11
Aval (1} menjadi "dengan pertim-
hdug.ul [BI T Hd] d(mﬂ\.i.,lu 1

Ty seteloh
PLL-X
At gy,
temtang Mahkamah Apgung, sele
kit agang tidak Tagi menempatkan DPR
“memilih™, tetapi hamya  “honfirmasi”
vanlan calon hakim agomg dard
Yudisial (K¥) Model ini duapat
direplikasi dalaom pemililion kapaled, Hal
ini perla dilakuks

can untuk memastikan,
tata cara penilihan kapalri adalah agen-
e rutin kenegaraan vang dilikuksan pre-
siden dengan prosedur pemiliban me-
libatkan DPH scbagal mitra presiden.

Penguatan Kompolnas

Tak perlo dikhawatirkan halowa Ka-
polo vang dipiib langsung presiden ini
akan menempatkan Polri jatnh ke mbir
jurang untuk  dimanfatkon  melang
gengkan  kekuasaan politik  presiden.
Tent
Kom
dil{‘dl.“«lih

ajn harus dibarengi memperkuat
Kepolisian Negara (Kompaolnas),
khu sus

menjadi ltrnlmg;u

clm m¢ngs.b1h1\1‘-| kum'
mgun putussn bers :
it st konteo nl B schagai mitsa
presiden mengswasi kinerja Polr dan
Kempalnas perio dilem Img;\h«u dalk
bentuk wang lebih kual, partisipatif. dan
aluaneabel,
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